
Keprotokolan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

tentang201707 Tahun1. Undang-undang Nomor

Penyelenggaraan Pemilu;

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia

Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan

Mengingat

berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang

penjabarannya termuat dalam Pasal 72 ayat (3) Peraturan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang

Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan

Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut

pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Kota Kupang tentang Standar Operasional

Prosedur Rapat Pleno Rutin pada Komisi Pemilihan Umum

Kota Kupang.

dalam

Kupang

Pleno adalah forum tertinggi

keputusan Anggota KPU Kota

a. bahwa Rapat

pengambilan

Menimbang

KETUAKOMISI PEMILIHANUMUMKOTAKUPANG,

KEPUTUSANKOMISI PEMILIHANUMUMKQTAKUPANG

NOMOR 12 TAHUN2022

TENTANG

PENETAPANSTANDAROPERASIONALPROSEDUR RAPATPLENO RUTIN

KOMISI PEMILIHANUMUMKOTAKUPANG

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTAKUPANG

https://jdih.kpu.go.id/ntt/kupang-kota



MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KUPANG

TENTANG STANDAROPERASIONALPROSEDUR RAPATPLENO

RUTIN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA

KUPANG.

Menetapkan Standar Operasional Prosedur Rapat Pleno Rutin di

Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang sebagaimana

tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian

yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini;

Kewajiban yang harus dibuat oleh Komisi Pemilihan Umum Kota

Kupang dalam Rapat Pleno Rutin, yaitu :

1. Bahwa Standar Operasional Prosedur ini harus dilaksanakan

oleh setiap bagian sebagaimana struktur organisasi yang

telah ditetapkan.

2. Untuk mengantisipasi keadaan kahar, perubahany revisi

dapat dilakukan selama pelaksanaan Standar Operasional

Prosedur.

Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud dalam

diktum KESATU, sebagai pedoman dalam proses pelaksanaan

Rapat Pleno Rutin di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota

Kupang.

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021

tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan

Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang

Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan

Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabu paten / Kota;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia

Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan

Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi

Pernilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota.

KETIGA

KEDUA

KESATU

Menetapkan

https://jdih.kpu.go.id/ntt/kupang-kota



Salinan sesuai dengan aslinya
,··.EKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KUPANG
U"II{O'_:~Kepdl ub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,. /"

\ "

. DEKY BALLO

ttd

KETUA KOMISI PEMILlHAN UMUM
KOTA KUPANG,

Ditetapkan di Kupang
Pada tanggal 11 Mei 2022

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.KEEMPAT

https://jdih.kpu.go.id/ntt/kupang-kota



KUPANG
TAHUN 2022

Nomor 1 Tahun 2022

SUBBAGIAN KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK
KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTAKUPANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
RAPAT PLENO RUTIN
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Disahkan di Kupang
Pada tanggal 11 Mei 2022.

6. Standar Operasional Prosedur ini berlaku pada saat ditanda tangani.

5. Dengan berakhirnya seluruh tahapan kegiatan Rapat Pleno Rutin terse but
maka Standar Operasional Prosedur ini dinyatakan tidak berlaku.

4. Perubahan terhadap ruang lingkup dan penanggungjawab kegiatan
mengakibatkan Prosedur Stan dar Operasional ini batal seluruhnya.

3. Perubahan tidak berlaku untuk tahapan kegiatan yang sudah selesai
dilaksanakan.

2. Untuk mengantisipasi keadaan kahar, perubahan Zrevisi dapat dilakukan
selama pelaksanaan Standar Operasional Prosedur.

1. Standar Operasional Prosedur ini dibuat untuk dilaksanakan setiap bagian
sebagaimana struktur organisaasi yang telah ditetapkan.

PENGESAHAN

r 1\ Ketua,

<>. 0 /
\(~V)

https://jdih.kpu.go.id/ntt/kupang-kota
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